
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang berdampak pada 

peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dalam jangka panjang. Jika dilihat 

dari pengertian tersebut, pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan 

pertumbuhan ekonomi. Dimana pembangunan ekonomi akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi, yang dapat dilihat dari peningkatan pendapatan nasional 

sebuah negara. Pembangunan ekonomi dilakukan melalui penanaman modal, 

penggunaan teknologi, peningkatan keterampilan, penambahan pengetahuan, dan 

penambahan kemampuan berorganisasi, serta manajemen.  Hal ini ditujukan untuk 

menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat sehingga taraf 

hidup dan kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan. Masyarakat dengan tingkat 

pendapatan yang lebih baik akan mendorong tingkat konsumsi dan produksi di 

sebuah negara, sehingga terciptalah pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.1 

Pertumbuhan ekonomi yang terus membaik akan menciptakan 

kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan 

masyarakat maka tingkat konsumsi mereka juga akan semakin meningkat. 

Pemenuhan kebutuhan mereka tidak lagi hanya sebatas pemenuhan kebutuhan 

primer dan sekunder, tetapi juga kebutuhan tersier. Salah satu kebutuhan tersier 

 

1 Sadono Sukirno, Teori Pengantar Makroekonomi Edisi Ketiga, Raja Grafindo. Jakarta, 

2010. 
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yang sering dijadikan tolak ukur keberhasilan dan kekayaan seseorang adalah 

kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor roda empat.  

Gabungan Industri Otomotif Indonesia (Gaikindo) mencatat bahwa selama 

ini perkembangan industri roda empat di Indonesia mengikuti tren pertumbuhan 

ekonomi. Kenaikan pertumbuhan ekonomi juga diikuti oleh semakin tingginya 

permintaan dalam negeri terhadap kendaraan roda empat. Sebaliknya pertumbuhan 

ekonomi yang melemah juga berdampak pada menurunnya penjualan kendaraan 

roda empat. Gaikindo mencatat, perkembangan industri roda empat di Indonesia 

terus mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi 

Indonesia mengalami peningkatan sebesar 5,07 persen yang juga diikuti oleh 

peningkatan penjualan mobil menjadi 1.077.364 unit. Tren serupa terus berlanjut 

pada tahun 2018 dan 2019. Dimana pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi naik 

menjadi 5,17 persen yang juga diikuti oleh peningkatan penjualan mobil menjadi 

1.151.308 unit. Melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,02 persen 

di tahun 2019 juga diikuti oleh berkurangnya penjualan mobil dari tahun 

sebelumnya menjadi 1.030.126. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 

hanya 2,97 persen pada tahun 2020 telah mengakibatkan penjualan mobil juga 

merosot jauh yang hanya 532.027 unit. Peningkatan ekonomi Indosesia menjadi 

3,69 persen ditahun 2021 juga berbanding lurus dengan peningkatan penjualan 

mobil domistik, yaitu meningkat menjadi 1.048.040 unit.2 3  

Pertumbuhan ekonomi yang terus membaik yang diikuti dengan semakin 

majunya ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung juga menciptakan 

 

2 Indonesian Automobile Industry Data, Gaikindo Whosales Data 2017 – 2021, 2022. 
3 Badan Pusat Statistik, Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021, 

www.Bps.Go.Id, no. 36 (2021). 
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gaya hidup konsumtif ditengah masyarakat ataupun sebaliknya.4 Sehingga dalam 

pemenuhan kebutuhan, terutama kebutuhan tersier, sebagian masyarakat 

memenuhinya melalui pinjaman dana dari lembaga penyedia dana. Dana pinjaman 

tersebut dapat diperoleh melalui jasa perbankan yaitu berupa kredit yang diberikan 

oleh bank ataupun melalui lembaga pembiayaan lainnya.  

Istilah kredit sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, tidak hanya oleh 

masyarakat   yang   berpendidikan   tinggi, tapi juga   oleh   masyarakat yang 

berpendidikan rendah.  Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” yang 

berarti kepercayaan. Dalam praktek pemberian utang piutang saat ini kepercayaan 

merupakan suatu persyaratan yang diberlakukan sebagai prestasi kreditur dan 

kontra prestasi debitur. Dalam utang piutang istilah prestasi berupa mengembalikan 

uang yang diutang.5 

Lembaga perkreditan berkembang cukup pesat di Indonesia. Bank 

Perkreditan Rakyat ataupun lembaga pembiayaan lainnya baik dalam skala kecil 

maupun besar tersebar dan dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. 

Hal tersebut mengiringi perkembangan ekonomi yang menuntut peningkatan 

kebutuhan akan dana untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk 

pemenuhan kebutuhan mereka akan kendaraan roda empat. Salah satu lembaga 

penunjang yang memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan 

kendaraan impian mereka adalah lembaga pembiayaan yang mengkhususkan pada 

pembiayaan untuk kendaraan bermotor roda empat atau mobil. Bagi masyarakat 

 

4 Nursyi Ichsanoodin, Menuai Untung Di Tengah Krisis, Majalah Motoriders (Jakarta, 

March 2003). 
5 Thamrin Abdullah and Francis Tantri, Bank Dan Lembaga Keuangan (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2017). 
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yang membutuhkan mobil tampaknya usaha ini pun dapat memberikan pilihan 

dengan memberikan solusi yang cukup mudah dan aman dalam mengatasi 

keterbatasan finansial mereka, mengingat tingginya harga mobil yang harus 

dibayar. 

Terkait dengan Lembaga pembiayaan, awalnya pemerintah telah 

mengaturnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009. 

Akan tetapi Peraturan Presiden ini telah dicabut melalui Peraturan Presiden nomor 

110 tahun 2020. Pencabutan ini disebabkan karena lahirnya Undang-undang Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan keluarnya Undang-

Undang ini maka seluruh yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan semuanya 

berada dibawah Otoritas Jasa Keuangan.  

Salah satu bentuk bentuk Lembaga jasa keuangan yang diatur oleh OJK 

adalah Lembaga Pembiayaan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan 

usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau 

barang modal.6 Selanjutnya OJK mengatur tentang penyelenggaraan usaha 

perusahaan pembiayaan dalam peraturan nomor 35/POJK.05/2018. Peraturan ini 

menyebutkan bahwa yang termasuk kedalam kegiatan usaha perusahaan 

pembiayaan adalah:  

a. Pebiayaan Investasi 

b. Pembiayaan Modal Kerja 

 

6 Undang Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan. 
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c. Pembiayaaan multiguna, dan atau 

d. kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK 7 

 Terdapat beberapa cara yang wajib dilakukan oleh perusahaan 

pembiayaan dalam melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangannya. 

Sebagaimana diatur dalam peraturan OJK nomor 35/POJK.05/2018, salah satu 

diatara cara tersebut adalah Sewa Pembiayaan (Finance Lease) untuk pembiayaan 

investasi dan multiguna. Yang dimaksud dengan Sewa Pembiayaan (Finance 

Lease) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh 

Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, 

yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai 

tersebut.8   

Jika dilihat dari hubungan hukum dari perikataan atau perjanjian dalam 

pembiayaan dengan cara Sewa Pembiayaan (Finance Lease) atau transaksi leasing, 

terdapat 3 pihak utama yang terlibat secara langsung, yaitu: 

a. Lessor, adalah perusahaan leasing yang menyediakan jasa pembiayaan 

(kreditur) kepada pihak lessee (debitur) dalam bentuk barang/ modal. Lessor 

dalam financial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah 

dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang sekaligus mendapatkan 

keuntungan. 

 

7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pasal 2 
8 Ibid, pasal 5  
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b. Lessee, adalah perusahaan atau individu (debitur) yang memperoleh 

pembiayaan dalam bentuk barang/ modal dari lessor. Lessee dalam financial 

lease bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan 

dengan cara pembayaran secara berkala/angsuran. 

c. Supplier atau Dealer, merupakan pihak yang menyediakan barang yang 

dibutuhkan oleh lessee/ debitur. Dealer biasanya merupakan pihak yang telah 

memiliki kerja sama dengan perusahaan pembiayaan ataupun telah ditunjuk 

secara khusus.  Dalam transaksi lesing, dealer merupakan pihak yang pasif, 

karena dealer baru bisa menjalankan perannya jika perusahaan pembiayaan 

telah mencairkan dana dari fasilitas pembiayaan yang disertai dengan 

purchasing order. Dalam mekanisme financial lease, Jika perusahaan 

pembiayaan telah menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh lessee, supplier 

langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lessor sebagai 

pihak yang memberikan pembiayaan. 

Jenis produk yang dibiayai melalui skema finance lease atau transaksi 

leasing dapat berupa produk otomotif seperti mobil. Salah satu keuntungan dari 

bentuk pembiayaan jenis ini adalah bahwa konsumen tidak harus menyerahkan 

sesuatu kepada perusahaan pembiayaan sebagai jaminan. Sebagai upaya mitigasi 

resiko terhadap dana yang dipinjamkan ke debitur, perusahaan pembiayaan 

menjadikan barang yang dibiayai sebagai agunan dari kegiatan pembiayaan 

tersebut, yang disebut dengan pembebanan jaminan fidusia.  



 

7 

 

Jaminan fidusia memiliki prinsip constitutum prossessorium, yaitu objek 

fidusia tetap dikuasai oleh pemberi fidusia (debitur).9 Dalam hal ini konsumen tetap 

dapat menguasai objek pembiayaan dan mengambil manfaat dari objek tersebut. Di 

samping tidak adanya jaminan lain selain dari barang yang dibiayai tersebut, proses 

pengurusannyapun relatif singkat sehingga konsumen cenderung memilih jenis 

pembiayaan ini meskipun dengan tingkat suku bunga yang relatif tinggi. 

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian 

pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank). Bagi 

pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan 

melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan 

yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum 

bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.  

Penyelenggaraan usaha pembiayaan bukanlah sebuah bisnis tanpa resiko. 

Salah satu resiko terbesar yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan adalah 

macetnya pembayaran angsuran oleh konsumen, yang dalam hal ini berarti terdapat 

adanya suatu kewajiban yang dilalaikan. Hal ini akan berdampak pada tingkat 

kesehatan keuangan perusahaan tersebut yang selanjutnya akan mempengaruhi 

kinerja perusahaan. Oleh karena itu perlu ada hukum yang bekerja secara preventif 

untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan salah satu pihak dan sekaligus   

secara restitutif bekerja   untuk   menyeimbangkan   harmoni   masyarakat   yang 

terganggu atau bahkan hukum yang secara represif dapat memberikan efek jera 

 

9 Syam, Misnar, and Yussy Adelina Mannas. Kedudukan Parate Eksekusi Pada Jaminan 

Fidusia Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. ADHAPER: 

Jurnal Hukum Acara Perdata 8.1 (2022): 149-166. 
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terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Sebagai salah satu sarana 

membantu kegiatan usaha dan guna memberi kepastian hukum pada para pihak 

yang berkepentingan, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia.10  

Jaminan fidusia merupakan produk lembaga keuangan konvensional yang 

diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi bagi semua pihak yang terlibat, 

khususnya kreditur. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta 

ganti rugi kepada debitur melalui penarikan atas jaminan fidusia. Dengan adanya 

jaminan fidusia akan memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk 

mendapatkan ganti rugi jika debitur tidak dapat melakukan pelunasan 

pinjamannya.11  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan 

fidusia, jika debitur wanprestasi atau cedera janji, kreditur punya kuasa untuk 

melakukan penarikan objek jaminan. Akan tetapi, upaya penarikan merupakan 

langkah akhir yang diambil oleh kreditur pada saat debitur diyakini   tidak   lagi   

memiliki   kemampuan   dan/atau   iktikad   baik   untuk   menyelesaikan 

kewajibannya membayar kredit.  Beberapa penyebab terjadinya wanprestasi oleh 

debitur adalah karena meningkatnya kebutuhan yang tidak terduga dalam keluarga 

yang menjadi tanggungan debitur, gagalnya usaha sebagai sumber pendapatan 

utama bagi debitur, atau debitur memang tidak memiliki itikad baik untuk  

membayar  kredit sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati. Karena sebab 

 

10 BK Heriawanto, Pelaksanaan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title 

Eksekutoria, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 27, no. 1 (March 2019): 54–67. 
11 Muhammad Maksum, Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan 

Syariah,” Jurnal Cita Hukum 3, no. 1 (2015). 
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atau alasan yang berbeda tersebut, maka kreditur pada umunya juga memiliki cara 

penyelesaian kredit macet atau cara penarikan yang berbeda pula.  

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda yang 

menjadi objek Jaminan Fidusia jika wanprestasi. Pasal 3 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 menyatakan, penarikan objek jaminan 

fidusia ini bisa dilakukan dengan syarat, jaminan fidusia untuk objek jaminan 

tersebut sudah didaftarkan dan sertifikatnya sudah dikeluarkan oleh Kantor 

Pendaftaran Fidusia. Dalam hal ini jika pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda 

yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu penarikan dilaksanakan, maka 

penerima Fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Klausula dan 

tindakan penarikan ini dicantumkan dan dilakukan oleh hampir semua lembaga 

pembiayaan. 

Perusahaan Pembiayaan Konsumen tidak bisa begitu saja melakukan 

penarikan benda jaminan fidusia pada saat debitur wanprestasi. Pada Pasal 5 ayat 

(1) UUJF mengatur bahwa pengikatan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta 

otentik. Selanjutnya, Pasal 11 UUJF mengatur bahwa benda yang menjadi jaminan 

fudusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Hal ini juga telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang 

Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan 

Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan 

Fidusia. Jika Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan 

fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan, maka perusahaan 
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Pepbiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan 

bermotor.  

Dalam pelaksanaan jaminan fidusia, kreditur baru dapat melakukan 

penarikan jika jaminan fidusia tersebut setelah didaftarkan ke lembaga yang sudah 

ditentukan untuk membuat Akta Fidusia. Pasal 31 Peraturan OJK nomor 

35/POJK.05/2018 pasal 31 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib 

mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia paling lambat 

1 (satu) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan. 12  

Dalam pembuatan akta fidusia, terdapat dua kuasa, yaitu kuasa pembuatan 

akta fidusia dan kuasa untuk melakukan penarikan objek jaminan Fidusia. Kuasa 

pembuatan akta fidusia merupakan kuasa yang diberikan oleh debitur pada kreditur. 

Dalam pelaksanaanya kuasa ini berupa surat kuasa yang disebut dengan Surat 

Kuasa Membebankan Fidusia atau disingkat dengan SKMF. Dengan adanya surat 

kuasa ini berarti debitur memberikan kuasa pada kreditur untuk membuat akta 

fidusia dihadapan notaris atas benda yang dijaminkan debitur tanpa kehadiran 

debitur yang bersangkutan. Kuasa ini dibuat untuk tidak dapat dicabut lagi 

(onheroepolijk).  Dengan adanya kuasa ini, apabila dirasa perlu kreditor dapat 

bertindak baik untuk diri sendiri maupun atas nama debitur menemui notaris untuk 

membuat akta fidusia yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan pendaftaran objek 

 

12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2014, Op.cit., pasal 31 
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jaminan fidusia untuk dapat memperoleh hak-hak istimewa sebagaimana telah 

dijanjikan oleh undang-undang 13.  

Perjanjian pembiayaan Pendaftaran jaminan fidusia ini bertujuan untuk 

menjamin kepastian hukum. Salah satunya adalah memberikan kepastian eksekusi 

objek jaminan fidusia ketika debitor wanprestasi. Title eksekutorial, yang berbunyi 

“demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang termasuk pada 

bagian pertama sertifikat jaminan fidusia, membuat penerima jaminan fidusia 

(kreditur) dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan, tanpa 

melalui proses pengadilan. Eksekusi ini dikenal dengan nama parate eksekusi.14 

Parate Eksekusi ini dapat dilakukan perusahaan pembiayaan dan diakui melalui 

Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019.  

Parate eksekusi adalah eksekusi yang dilakukan oleh kreditur terhadap 

objek jaminan fidusia ketika debitur cedera janji (wanprestasi). Kreditur melakukan 

eksekusi dengan cara menarik objek jaminan fidusia dan melakukan penjualan 

terhadap objek tersebut atas kekuasaannya. Akan tetapi parate eksekusi ini baru 

dapat dilakukan oleh debitur setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan 

ketentuan Undang Undang Jaminan Fidusia.15 Kreditur tidak dapat menerapkan 

parate eksekusi secara langsung. Terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh kreditur 

sebelum menerapkan parate eksekusi yang sesuai dengan ketentuan UUJF dan 

POJK. Ketentuan tersebut yaitu harus memiliki sertifikat jaminan fidusia yang telah 

 

13 Mohamad Toha Dhukas, Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Fidusia (SKMF) di 

Bawah Tangan sebagai Dasar PembuatanAkta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan di 

Indonesia, Jurnal Lex Renaisance, No. 2 Vol. 1 Juli 2016: 234 - 257 

14 Syam, Misnar, and Yussy Adelina Mannas, Op.cit., halaman 151 
15 Ibid, halaman 152 
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didaftarkan di kantor pendaftaran lembaga fidusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak 

tanggal perjanjian pembiayaan. 

Salah satu lembaga pembiayaan yang menerapkan system leasing dalam 

kegiatan jasa pembiayaannya adalah PT. Astra Credit Companies (ACC). ACC 

Padang merupakan perusahaan pembiayaan pertama dan tertua di Indonesia yang 

memberikan pembiayaan untuk pengadaan mobil dan alat berat. Sesuai dengan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 ACC melakukan 

perluasan usaha di bidang Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, 

Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi (Operating Lease), baik dengan skema 

konvensional maupun syariah.  

Salah satu cabang PT. Astra Credit Companies (ACC) yang ada di 

Sumatera Barat berada di Kota Padang.  Jasa Pembiayaan yang tersedia di ACC 

Cabang Padang saat ini hanyalah untuk pembiayaan kendaraan roda empat atau 

mobil. Penambahan pembiayaan mobil di ACC Cabang selama tahun 2021 

mencapai 823 pembiayaan. Jumlah ini sedikit berkurang pada tahun 2022 yang 

hanya sebesar 811 pembiayaan. Tapi jika dilihat dari trend pembiayaan sampai Juni 

2023 yang sebesar 617 pembiayaan, memperlihatkan ada kemungkinan trend 

peningkatan pembiayaan sampai akhir tahun 2023.  

Pertumbuhan pembiayaan yang semakin banyak juga akan diikuti oleh 

kemungkinan resiko kredit macet yang semakin tinggi. Salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya kredit macet ini adalah melemahnya pertumbuhan 

ekonomi. Penarikan objek fidusia merupakan salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan kredit macet ini dan sebagai salah satu 

cara untuk melindungi kreditur agar tidak mengalami kerugian. Terjadi peningkatan 
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kasus wanprestasi atau kredit macet di ACC Cabang Padang selama tahun 2021 

sampai 2022. ACC Cabang Padang mencatat terdapat 795 kasus wanprestasi selama 

tahun 2021. Jumlah ini meningkat menjadi 896 kasus wanprestasi pada tahun 2022.  

Dalam pelaksanaannya, sebelum keputusan tindakan pengambilan barang atau 

penarikan dilakukan, Astra Credit Companies (ACC) masih menempuh tindakan-

tindakan yang bersifat persuasif. Akan tetapi ada kalanya tindakan persuasif ini 

tidak lagi dapat dilakukan, bila debitur tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi 

kewajibannya.  

Dalam hal penarikan objek jaminan fidusia Astra Credit Companies 

(ACC) cabang Kota Padang cendrung melakukannya dengan cara damai dan 

persuasif. Diantara cara tersebut adalah dengan menawarkan pada debitur yang 

wanprestasi untuk mengganti kerugian mereka dengan mengembalikan Down 

Payment yang telah debitur serahkan sebelum dilakukan penarikan objek jaminan. 

Selain itu ACC juga menawarkan pada debitur sejumlah kompensasi jika  objek 

jaminan ditarik, dengan perjanjian debitur akan mengembalikan kompensasi 

tersebut ditambahkan dengan jumlah angsuran yang ditunggak untuk mendapatkan 

kembali mobilnya.  

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sering ditemukan kesulitan dalam 

proses penarikan jaminan fidusia ini. Kesulitan tersebut dapat berupa kendaraan 

sudah dipindah tangankan oleh konsumen, identitas barang jaminan diubah, debitur 

pindah alamat dan bahkan ada perlawanan dari pihak debitur maupun kelompoknya 

tidak menerima bahwa barang jaminan tersebut akan diambil oleh kreditur sebagai 

ganti penyelesaiaan utang. Dalam kondisi ini perusahaan akan melakukan 

penarikan secara paksa objek jaminan fidusia tersebut dalam upaya untuk 
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melindungi hak mereka sebagai pihak yang telah memberikan bantuan pembiayaan 

agar tidak mengalami kerugian. 

Sebagai sebuah perusahaan profit yang bergerak di bidang keuangan, PT. 

Astra Credit Companies (ACC) Cabang Padang akan berusaha untuk 

mengamankan asetnya dan mendapatkan keuntungan dari jasa keuangan yang 

ditawarkan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2019, 

penarikan objek jaminan fidusia melalui parate eksekusi dimungkinkan dan diakui 

untuk dilakukan tetapi dengan memenuhi dua persyaratan yaitu:  

a. Debitur menyatakan bahwa dirinya wanprestasi atau cedera janji 

b. Debitur menyerahkan objek jaminan fidusianya secara suka rela 

Akan tetapi pada saat debitur pemberi fidusia wanprestasi dan tidak bisa 

mengembalikan pinjaman serta tidak adanya itikad baik untuk melunasi utang 

tersebut, perusahaan akan mengupayakan pengembalian melalui penarikan secara 

paksa jaminannya.  Sesuai dengan pasal 15 ayat 2 Undang-undang Fidusia yang 

menyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang 

cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara 

sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur 

hukum dalam pelaksanaan penarikan sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan 

berlaku sama dengan pelaksanaan penarikan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan 

meneliti lebih jauh tentang penarikan fidusia dengan judul “PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN 

FIDUSIA DI PT. ASTRA CREDIT COMPANIES KOTA PADANG”  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, 

maka permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah: 

1. Bagaimana pengaturan penarikan objek jaminan fidusia pada PT. Astra Credit 

Companies? 

2. Bagaimana pelaksanaan penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan 

oleh PT. Astra Credit Companies Kota Padang? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penarikan paksa objek jaminan 

fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Padang dan upaya apa yang 

dilakukan untuk menyelesaikannya? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaturan penarikan objek jaminan fidusia. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan proses penarikan paksa objek jaminan 

fidusia yang dilakukan PT. Astra Credit Companies Kota Padang. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi 

kreditur dalam proses penarikan paksa objek jamina fidusia di PT. Astra 

Credit Companies Kota Padang dan upaya apa yang dilakukan untuk 

menyelesaikannya. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi ilmu 

pengetahuan dan wawasan hukum di Indonesia baik secara ilmiah maupun secara 

praktis:  
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1. Secara teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi 

seluruh civitas akademika dibidang hukum khususnya dibidang hukum Jaminan 

Fidusia dalam kaitan dengan hukum pembiayaan konsumen. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian didalam tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat pada umumnya dibidang hukum 

khususnya hukum Kenotaritan bagi Debitur, Kreditur, dan Notaris. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelusuran yang dilakukan penulis untuk mengetahui tentang keaslian 

penelitian yang akan dilakukan, penulis belum menemukan karya ilmiah yang 

judulnya sama dengan judul yang akan penulis teliti. Penelitian yang akan penulis 

lakukan adalah tentang proses penarikan paksa objek jaminan fidusia dalam hal 

perlindungan terhadap kreditur serta menganalisa kendala kendala yang dihadapi 

dalam proses penarikan tersebut di PT. Astra Credit Companies Kota Padang.  

Jika ada tulisan yang serupa, penulis menjadikan tulisan tersebut sebagai 

pelengkap yang akan memperkaya penelitian penulis. Salah satu tulisan tersebut 

membahas tentang penarikan secara paksa jaminan fidusia melalui pendekatan 

perlindungan debitur. Sedangkan penelitian ini melihat jaminan fidusia sebagai 

perlindungan terhadap kreditur. Penelitian tersebut ditulis oleh Esca Sari Ayu 

Wulandari, Ridwan dan Achmad Syarifuddin dengan judul Penarikan Secara Paksa 

Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur, 

Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.9 No.1 Mei 2020. Selain itu 

juga ada tulisan oleh Edwin Timothy, Penarikan Objek Jaminan Fidusia dalam 
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Perjanjian Kredit (Studi Kasus pada Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti 

Yogyakarta), Thesis, Magister Kenotariatan, Progaram Pascasarjana Universitas 

Diponegoro Semarang, 2008. 

Pembahasan masalah yang penulis teliti berbeda dengan 2 karya karya 

ilmiah tersebut. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian-penelitian 

tersebut adalah:   

1. Esca Sari Ayu Wulandari, Ridwan dan Achmad Syarifuddin, membahas 

tentang: 

a. Keabsahan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa. 

b. Perlindungan hukum terhadap debitur atas prestasi (angsuran kredit) yang 

telah dilakukan terkait dengan penarikan objek jaminan fidusia secara 

paksa. 

2. Edwin Timothy, membahas tentang: 

a. Upaya yang dilakukan kreditur untuk menyelesaikan kredit bermasalah dan 

kredit macet dalam perjajian kredit dengan jaminan fidusia. 

b. Pelaksanaan penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan kreditur untuk 

meyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet. 

Sedangkan pembahasan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini     

adalah:  

a. Proses penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan kreditur (PT. 

Astra Credit Companies Kota Padang). 

b. Kendala-kendala yang dihadapi kreditur dalam proses penarikan objek jaminan 

fidusia dan upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikannya.  
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F. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teoritis merupakan wadah yang menjelaskan teori-teori yang 

berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Teori-teori tersebut nantinya 

digunakan sebagai bahan acuan dalam pembahasan penelitian atau tulisan. Dengan 

demikian, kerangka teoretis disusun agar sebuah penelitian dapat diyakini 

kebenarannya.16  

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah 

teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai 

kajian dan temuan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Teori Jaminan 

Hukum jaminan belrkaitan elrat delngan delngan hukum belnda dan 

pelrbankan. Hukum jaminan telrdiri dari dua kata yaitu hukum dan jaminan. 

Soleldiknol Melrtolkusumol melndelfinisikan hukum selbagai kelselluruhan kumpulan 

pelraturan-pelraturan atau kaeldah-kaeldah dalam suatu kelhidupan belrsama, 

kelsellurahan pelraturan tingkah laku yang belrlaku dalam suatu kelhidupan belrsama, 

yang pellaksanaannya dapat dipaksakan delngan suatu sanksi. Seldangkan pelngelrtian 

telntang jaminan atau delfinisi yang telgas telntang jaminan tidak ditelmukan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pelrdata.17 

 

16 S Arikunto, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 
17 Mertokusumo, Soedikno, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia, 

Jakarta:Bina Cipta Pers, 2007, hlm. 10 
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Belbelrapa pakar hukum melnyatakan, jaminan dapat diartikan selbagai 

selsuatu yang dibelrikan delbitur kelpada krelditur untuk melnimbulkan kelyakinan 

bahwa delbitur akan melmelnuhi kelwajiban yang dapat dinilai delngan uang yang 

timbul dari suatu pelrikatan.18 Sri Soleldelwi Mascjholeln Solfwan juga melmbelrikan 

pelngelrtian telntang hukum jaminan, yaitu suatu hukum yang melngatur kolntruksi 

yuridis yang melmungkinkan pelmbelrian fasilitas kreldit, delngan melnjaminkan 

belnda-belnda yang dibellinya selbagai jaminan. Pelraturan delmikian harus cukup 

melyakinkan dan melmbelrikan kelpastian hukum bagi lelmbaga-lelmbaga kreldit, baik 

dari dalam nelgelri maupun luar nelgelri. Adanya lelmbaga jaminan dan lelmbaga 

delmikian, kiranya harus dibarelngi delngan adanya lelmbaga kreldit dalam jumlah 

yang belsar delngan jangka waktu yang lama dan bunga yang rellatif relndah.19 

Selcara garis belsar, telrdapat dua jelnis jaminan, yaitu jaminan kelbelndaan 

dan jaminan pelrolrangan. Jaminan yang belrsifat kelbelndaan adalah jaminan yang 

belrupa hak mutlak atas selsuatu belnda, yang melmpunyai ciri-ciri hubungan 

langsung atas belnda telrtelntu dari delbitur, dapat dipelrtahankan telrhadap siapapun, 

sellalu melngikuti belndanya dan dapat dipelralihkan.  

Jaminan kelbelndaan juga diartikan selbagai jaminan yang melmbelrikan 

kelpada krelditur atas suatu kelbelndaan milik delbitur hak untuk melmanfaatkan belnda 

telrselbut jika delbitur mellakukan wanprelstasi. Dalam jaminan kelbelndaan ini, belnda 

milik delbitur yang dapat dijaminkan dapat belrupa belnda belrgelrak maupun belnda 

tak belrgelrak. Untuk belnda belrgelrak, dapat dijaminkan delngan gadai dan fidusia. 

 

18 Hadisaputro, Hartono, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, 

Yogyakarta:Liberty, 1984, hlm. 20 
19 Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum 

Jaminan dan Jaminan Perorangan, Jakarta:BPHN Departemen Kehakiman RI, 1980, hlm. 

25 
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Seldangkan untuk belnda yang tidak belrgelrak, dapat dijaminkan delngan hak 

tanggungan.  

Telrdapat belbelrapa ciri ciri dari jaminan kelbelndaan, diantaranya adalah 

selbagai belrikut: 

1) Melrupakan hak mutlak atas suatu belnda. 

2) Krelditur melmpunyai hubungan langsung delngan belnda-belnda telrtelntu milik 

delbitur. 

3) Dapat dipelrtahankan telrhadap tuntutan ollelh siapapun. 

4) Sellalu melngikuti belnda di tangan siapapun belnda telrselbut belrada (drolit del 

suitel/Zakaaksqelvollg). 

5) Melngandung asas priolritas, yaitu hak kelbelndaan lelbih dulu telrjadi akan lelbih 

diutamakan daripada yang telrjadi kelmudian (drolit del prelfelrncel). 

6) Dapat dipelralihkan selcara hipoltik belrsifat pelrjanjian tambahan (accelssolir). 

Hak jaminan kelbelndaan ini diharapkan dapat melmbelrikan keldudukan 

yang lelbih kuat kelpada krelditur, karelna:  

a.  Krelditur didahulukan dan dimudahkan dalam melngambil pellunasan 

atas tagihannya atas hasil pelnjualan belnda telrtelntu atau selkellolmpolk 

belnda telrtelntu milik delbitur.  

b. Ada belnda telrtelntu milik delbitur yang dipelgang ollelh krelditur atau 

telrikat kelpada hak krelditur, yang belrharga bagi delbitur dan dapat 

melmbelrikan suatu telkanan psikollolgis kelpada delbitur untuk melmelnuhi 

kelwajibannya delngan baik telrhadap krelditur. Disini adanya selmacam 

telkanan psikollolgis kelpada delbitur untuk mellunasi hutang-hutangnya 

adalah karelna belnda yang dipakai selbagai jaminan umumnya 
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melrupakan barang yang belrharga baginya. Sifat manusia untuk 

belrusaha melmpelrtahankan apa yang belrharga dan tellah dianggap atau 

tellah diakui melnjadi miliknya, melnjadi dasar hukum jaminan.  

Seldangkan jaminan pelrolrangan adalah jaminan yang melnimbulkan 

hubungan langsung pada pelrselolrangan telrtelntu, hanya dapat dipelrtahankan 

telrhadap delbitur telrtelntu dan telrhadap harta kelkayaan delbitur umumnya. 

Jaminan kelbelndaan melrupakan pelngelmbangan dari jaminan kelbelndaan. Belnda-

belnda yang dapat dijaminkan adalah yang melmpunyai hak elkolnolmis dan bisa 

dipelrjual bellikan, seldangkan dalam praktelk banyak telrdapat pelrjanjian yang 

melnjadikan belnda-belnda yang tidak melmpunyai nilai elkolnolmis melnjadi jaminan, 

misalnya ijasah, surat keltelrangan pelngangkatan pelgawai, dan surat pelnsiun. Belnda-

belnda ini belrsifat sangat pribadi selhingga sulit untuk dimasukkan dalam jaminan 

kelbelndaan. Melskipun belnda-belnda ini sangat belrharga bagi pelmiliknya akan teltapi 

akan sulit dielkselkusi karelna belnda-belnda ini tidak melmpunyai nilai elkolnolmis 

untuk olrang lain dan tidak dapat dijual selhingga tidak dapat dikatakan selbagai suatu 

jaminan kelbelndaan.  

Adapun ciri ciri dari jaminan pelrolrangan adalah: 

1) Melmpunyai hubungan langsung delngan olrang teltelntu. 

2) Hanya dapat dipelrtahankan telrhadap delbitur telrtelntu. 

3) Selluruh harta kelkayaan delbitur melnjadi jaminan pellunasan hutang misalnya 

bolrgtolcht. 

4) Melnimbulkan hak pelrselolrangan yang melngandung hak kelsamaan atau 

kelselimbangan (kolnkureln) artinya tidak melmbeldakan mana piutang yang telrjadi 

kelmudian. 
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5) Jika suatu saat telrjadi kelpailitan, maka hasil pelnjualan dari belnda-belnda 

jaminan dibagi antara para krelditur selimbang delngan belsarnya piutang masing-

masing. 

Belrdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Pelrdata, telrdapat dua macam 

belntuk jaminan, yaitu: 

1.  Jaminan umum 

Jaminan umum adalah jaminan yang dibelrikan bagi kelpelntingan selmua 

krelditur yang melnyangkut selmua harta kelkayaan delbitur. Dari delfinisi telrselbut 

dapat dilihat bahwa belnda-belnda jaminan tidak hanya dipelruntukkan untuk krelditur 

telrtelntu, akan teltapi hasil dari pelnjualan belnda yang melnjadi jaminan akan dibagi 

selcara selimbang untuk selluruh krelditur selsuai delngan jumlah hutang yang dimilik 

ollelh delbitur.20 

Dalam jaminan umum ini tidak akan telrjadi masalah jika hasil pelnjualan 

belnda jaminan melncukupi selluruh hutang delbitur kelpada krelditur, akan teltapi jika 

hasil pelnjualan belnda jaminan tidak melncukupi hutang delbitur kelpada krelditur 

maka hasil pelnjualan belnda jaminan akan dibagi belrdasarkan prelselntasel piutang 

yang dimiliki ollelh krelditur kelpada delbitur. Hal ini akan teltap melnjadi masalah, 

karelna hutang delbitur teltap tidak dapat dibayar selcara lunas selhingga akan 

melnimbulkan kelrugian telrhadap krelditur. Jadi jaminan umum masih bellum 

melmbelrikan kelamanan bagi krelditur untuk melndapatkan pellunasan atas piutangnya 

selcara pelnuh. Untuk melmbelrikan kelamanan telrhadap pellunasan hutang kelpada 

 

20 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan 

Jaminan (jilid 2), Jakarta:Indo Hill-Co, 2005, hlm.8 
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delbitur dibutuhkan suatu belntuk jaminan yang melmbelrikan hak kelpada krelditur 

untuk melnjadi krelditur prelfelrelnt yaitu krelditur yang harus didahulukan dalam 

pelmbayaran diantara krelditur-krelditur lainnya jika delbitur mellakukan wanprelstasi. 

Ollelh karelna itu dibelntuklah belntuk jaminan lain, yaitu belntuk jaminan khusus. 

Adapun ciri-ciri dari jaminan umum adalah: 

1) Para krelditur melmpunyai keldudukan yang sama atau selimbang, artinya tidak 

ada yang didahulukan dalam pelmelnuhan piutangnya dan diselbut selbagai 

krelditur yang kolnkureln. 

2) Ditinjau dari sudut haknya, para krelditur kolnkureln melmpunyai hak yang 

belrsifat pelrolrangan, yaitu hak yang hanya dapat dipelrtahankan telrhadap olrang-

olrang telrtelntu. 

3) Jaminan umum timbul karelna undang-undang, artinya antara para pihak tidak 

dipelrjanjikan telrlelbih dahulu. Delngan delmikian para krelditur kolnkureln selcara 

belrsama-sama melmpelrollelh jaminan umum belrdasarkan undang-undang. 

2. Jaminan khusus 

Belntuk jaminan khusus ditelntukan selcara telrbatas dan telgas pada Pasal 

1133 Kitab Undang-Undang Hukum Pelrdata yang melnyatakan bahwa “Hak untuk 

didahulukan diantara olrang-olrang belrpiutang telrbit dari hak istimelwa, dari gadai, 

dan dari hipoltelk”. Jadi adanya alasan untuk dapat didahulukan dapat telrjadi karelna 

keltelntuan undang-undang, dapat juga telrjadi karelna dipelrjanjikan antara delbitur 

dan krelditur. 

Jaminan khusus melnurut J. Satriol tidak melmbelrikan jaminan bahwa 

tagihan pasti akan dilunasi akan teltapi hanya melmbelrikan kelpada yang tidak 

melmelgang jaminan khusus atau delngan kata lain rellatif lelbih telrjamin dalam 
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pelmelnuhan tagihan.21 Ollelh karelna itu dalam dolktrin masih dikelnal melngelnai 

pelmbagian belntuk jaminan yang lain, yaitu: yang pelrtama adalah Hak jaminan 

kelbelndaan (zakellijkel zelkelrhelidscrelchteln), yang keldua adalah Hak jaminan 

pelrolrangan (pelrsolnalijkelzelkelrhelidscrelchteln), kelmudian yang keltiga adalah Hak 

jaminan yang lain. 

Selcara yuridis, fungsi jaminan adalah untuk melmbelrikan kelpastian hukum 

pellunasan hutang di dalam pelrjanjian hutang piutang atau kelpastian relalisasi atau 

prelstasi dalam suatu pelrjanjian, delngan melngadakan pelrjanjian pelnjaminan 

melmlaui lelmbaga-lelmbaga jaminan yang dikelnal dalam hukum Indolnelsia.22 

 Tholmas Suyantol, melnyatakan telrdapat belbelrapa fungsi jaminan dalam 

pelmbelrian kreldit, diantaranya adalah: 

1) Melmbelrikan hak dan kelkuasaan kelpada bank untuk melndapatkan pellunasan 

delngan barang-barang jaminan (agunan) telrselbut, bila mana nasabah 

mellakukan cidelra janji yaitu tidak melmbayar kelmbali hutangnya pada waktu 

yang tellah diteltapkan dalam pelrjanjian. 

Melnjamin agar nasabah belrpelran selrta di dalam transaksi untuk melmbiayai 

usaha atau prolyelknya selhingga kelmungkinan untuk melninggalkan usaha atau 

prolyelknya delngan melrugikan diri selndiri dapat dicelgah atau selkurang-

kurangnya kelmungkinan untuk dapat belrbuat delmikian dipelrkelcil telrjadinya. 

 

21 J. Satrio, Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, hlm.10. 
22 Harum Melati S, Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu 

Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan, Tesis Universitas 

Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.32 
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2) Melmbelri dolrolngan kelpada delbitur (telrtagih untuk) melmelnuhi pelrjanjian kreldit, 

khususnya melngelnai pelmbayaran kelmbali (pellunasan) selsuai delngan syarat-

syarat yang tellah diseltujui agar tidak kelhilangan kelkayaan yang tellah 

dijaminkan kelpada bank. 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kelpastian dalam pelmahaman melmiliki arti suatu keltelntuan, atau 

kelteltapan, seldangkan jika kata kelpastian itu digabung delngan kata hukum melnjadi 

kelpastian hukum, yang melmiliki arti selbagai suatu keltelntuan atau kelteltapan hukum 

suatu nelgara yang mampu melnjamin hak dan kelwajiban seltiap warga nelgara. 

Selcara nolrmatif suatu kelpastian hukum adalah keltika suatu pelraturan dibuat dan 

diundangkan selcara pasti karelna melngatur selcara jellas dan lolgis. 23 

El. Felrnandol M. Manulang melmbelrikan pelngelrtian kelpastian hukum 

selbagai nilai yang pada prinsipnya melmbelrikan pelrlindungan hukum bagi seltiap 

warga nelgara dari kelkuasaan yang selwelnang-welnang, selhingga hukum 

melmbelrikan tanggung jawab pada nelgara untuk melnjalankannya dalam hal ini 

tampak rellasi antara pelrsolalan kelpastian hukum delngan nelgara.24 Seldangkan 

Soleldiknol Melrtolkusumol melmbelrikan delfinisi kelpastian hukum selbagai 

pelrlindungan yustisiabell telrhadap tindakan selwelnang-welnang, yang belrarti bahwa 

selselolrang akan dapat melmpelrollelh selsuatu yang diharapkan dalam keladaan 

telrtelntu.25 

 

23 Dwi Tatak Subagio, Humum Jaminan dalam Perspektif Undang Undang Jaminan 

Fidusia, UWKS Press Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018, hal. 55 
24 E. Fernando M. Manulang, Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum, PrenadaMedia 

Group, Jakarta, 2016, hal.2 
25 Ibid 
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Kelpastian hukum selbagai wujud asas lelgalitas (lelgalitelit) dimaknai ollelh 

Sudargol Gautama dari dua sisi, yakni:26 

1. Dari sisi warga nelgara, selbagai kellanjutan dari prinsip pelmbatasan kelkuasaan 

nelgara telrhadap pelrselolrangan adalah pellanggaran telrhadap hak-hak individual itu 

hanya dapat dilakukan apabila dipelrbollelhkan dan belrdasarkan pelraturan pelraturan 

hukum. 

2.  Dari sisi nelgara, yaitu tiap tindakan nelgara harus belrdasarkan hukum. Pelraturan 

pelrundang-undangan yang diadakan telrlelbih dahulu melrupakan batas kelkuasaan 

belrtindak nelgara. 

Kelpastian melngandung belbelrapa arti, diantaranya adanya keljellasan, tidak 

melnimbulkan multitafsir, tidak melnimbulkan kolntradiktif, dan dapat dilaksanakan. 

Hukum harus belrlaku telgas di dalam masyarakat, melngandung keltelrbukaan 

selhingga siapapun dapat melmahami makna atas suatu keltelntuan hukum. Hukum 

yang satu delngan yang lain tidak bollelh kolntradiktif selhingga tidak melnjadi sumbelr 

kelraguan.27 

Telrdapat belbelrapa syarat yang dipelrlukan untuk telrcapainya nilai 

kelpastian didalam hukum, yaitu: 

1) Telrseldia aturan aturan yang jellas, kolnsisteln mudah dipelrollelh (accelsiblel), yang 

ditelrbitkan ollelh kelkuasaan nelgara. 

2) Instansi-instansi nelgara (pelmelrintahan) melnelrapkan aturan-aturan hukum 

telrselbut selcara kolnsisteln dan juga tunduk dan taat kelpadanya. 

 

26 Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1973, h. 9 
27 Dwi Tatak Subagio, Op.cit, hal. 60 
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3) Mayolritas warga pada melnyeltujui muatan isi dari aturan aturan yang dibuat dan 

karelna itu melnyelsuaikan pelrilaku melrelka telrhadap aturan aturan telrselbut. 

4) Telrdapatnya hakim-hakim (pelradilan) yang mandiri dan tidak belrpihak dalam 

melnelrapkan aturan-aturan hukum telrselbut selcara kolnsisteln selwaktu melrelka 

melnyellelsaikan selngkelta hukum. 

5) putusan pelradilan selcara kolnkrit dapat dilaksanakan. 

Syarat yang dikelmukakan telrselbut melnunjukkan bahwa kelpastian hukum 

dapat dicapai jika substansi hukumnya selsuai delngan kelbutuhan masyarakat. 

Aturan hukum yang mampu melnciptakan kelpastian hukum adalah hukum yang 

lahir dari dan melncelrminkan budaya masyarakat. Kelpastian hukum yang selpelrti ini 

yang diselbut selbagai kelpastian hukum yang selbelnarnya (relalistic lelgal celrtainly), 

yaitu melnsyaratkan adanya kelharmolnisan antara nelgara delngan rakyat dalam 

belrolrielntasi dan melmahami sistelm hukum.28 

Melnurut Loln Fullelr hukum itu dapat melmelnuhi nilai-nilai kelpastian 

apabila di dalamnya telrdapat 8 (dellapan) asas, yang dapat diuraikan selbagai 

belrikut:29 

1) Suatu sistelm hukum yang telrdiri dari pelraturan-pelraturan, tidak belrdasarkan 

putusan-putusan selsaat untuk hal-hal telrtelntu. 

2) Pelraturan telrselbut diumumkan kelpada public. 

3) Tidak belrlaku surut, karelna akan melrusak intelgritas. 

4) Dibuat dalam rumusan yang dimelngelrti ollelh umum. 

 

28 Ibid 
29 Lon L. Fuller, The Morality of Law. New Haven:Yale University Press, 1971, h. 54-58. 
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5) Tidak bollelh ada pelraturan yang saling belrtelntangan. 

6) Tidak bollelh melnuntut suatu tindakan yang mellelbihi apa yang bisa dilakukan. 

7) Tidak bollelh selring diubah-ubah. 

8) Harus ada kelselsuaian antara pelraturan dan pellaksanaan selhari-hari 

3. Teori Perlindungan Hukum 

 Kelbelradaan hukum dalam masyarakat melrupakan suatu sarana untuk 

melnciptakan keltelntraman dan keltelrtiban, selhingga dalam hubungan antar anggolta 

masyarakat dapat telrjaga kelpelntingannya masing-masing. Hukum melrupakan 

pelrlindungan telrhadap kelpelntingan manusia yang belrbelntuk nolrma dan kaeldah-

kaeldah. Hukum selbagai kumpulan pelraturan atau kaeldah-kaeldah melngandung isi 

yang belrsifat umum dan nolrmatif. Hukum brsifat umum karelna belrlaku bagi seltiap 

olrang dan belrsifat nolrmatif karelna melmbutuhkan apa yang bollelh dan tidak bollelh 

dilakukan.30 

 Pelrlindungan hukum melrupakan suatu belntuk pellayanan yang dibelrikan 

ollelh hukum kelpada subjelk hukum selrta hal-hal yang melnjadi olbjelk yang 

dilindunginya. Seldangkan yang dimaksud delngan telolri pelrlindungan hukum 

melrupakan telolri yang melngkaji dan melnganalisis telntang wujud, belntuk atau tujuan 

dari pelrlindungan yang dibelrikan ollelh hukum kelpada subjelknya.31  

Satjiptol Rahardjol melnyatakan bahwa pelrlindungan hukum adalah adanya 

upaya mellindungi kelpelntingan selselolrang delngan cara melngalolkasikan suatu Hak 

 

30 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty. Yogyakarta, 2003, 

hlm. 39. 
31 Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

dan Desertasi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013 hlm. 262. 
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Asasi Manusia kelkuasaan kelpadanya untuk belrtindak dalam rangka 

kelpelntingannya telrselbut.32 

Selcara telolritis pelrlindungan hukum dapat dikellolmpolkkan dalam dua belntuk 

yaitu:33 

1) Pelrlindungan Hukum Pelrvelntif.  

Pelrlindungan hukum prelvelntif adalah pelrlindungan hukum yang belrsifat 

pelncelgahan. Pelrlindungan hukum ini dibelrikan pelmelrintah delngan tujuan untuk 

melncelgah selbellum telrjadinya pellanggaran. Hal ini telrdapat dalam pelraturan 

pelrundang-undangan selrta melmbelrikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam 

mellakukan suatu kelwajiban.  

2)  Pelrlindungan Hukum Relprelsif.   

Pelrlindungan hukum relprelsif adalah pelrlindungan hukum yang belrfungsi 

untuk melnyellelsaikan apabila telrjadi selngkelta. Pelrlindungan hukum relprelsif 

melrupakan pelrlindungan akhir belrupa sanksi delnda, pelnjara dan hukuman 

tambahan yang dibelrikan apabila sudah telrjadi selngkelta atau tellah dilakukan 

pellanggaran. 

2. Kerangka Konseptual 

Kelrangka kolnselptual adalah pelnggambaran antara kolnselp-kolnselp khusus 

yang melrupakan kumpulan dalam arti yang belrkaitan, delngan istilah yang akan 

 

32 Satjipto Rahajo. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000, hlm.54 
33 Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani. Op. Cit, hlm.264 
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ditelliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Dalam pelnellitian ini pelrlu 

didelfelnisikan belbelrapa kolnselp istilah dasar selbagai belrikut:  

a. Penarikan Paksa 

Dalam Kamus Belsar Bahasa Indolnelsia (KBBI), “pelnarikan” diartikan 

selbagai prolsels, cara, pelrbuatan melnarik. Seldangkan “paksa” belrarti melngelrjakan 

selsuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Jadi kalau diartikan selcara eltimollolgi 

“pelnarikan paksa” melrupakan suatu prolsels pelnarikan telrhadap selsuatu yang tidak 

mau diselrahkan selcara sukarella ollelh yang melmelgangnya. 

 Pelnarikan paksa kelndaraan ollelh lelasing telrjadi karelna delbitur celdelra janji 

atau wanprelstasi. Wanprelstasi adalah kolndisi dimana delbitur tidak melmelnuhi 

kelwajibannya selsuai yang tellah di telntukan dalam pelrjanjian belrsama. 34 

Sellanjutnya elkselskusi dapat dilakukan selcara langsung telrhadap barang jaminan 

delbitur yang mellakukan wanpreltasi, belrdasarkan titlel elkselkutolrial yang mellelkat 

pada jaminan telrselbut. Krelditur belrdasarkan hal telrselbut, atas kelkuasaannya belrhak 

melnarik kelndaraan belrmoltolr yang melrupakan barang jaminan dan melnjualnya 

guna pellunasan hutang delbitur. 35 

Pelnarikan paksa dapat dilakukan jika selbuah pelrjanjian transaksi diikuti 

delngan pelrjanjian jaminan fidusia. Jika suatu transaksi tidak diakta noltariskan dan 

didaftarkan di kantolr pelndaftaran fidusia, maka selcara hukum pelrjanjian fidusia 

telrselbut tidak melmiliki hak elkselkutolrial dan dapat dianggap selbagai hutang piutang 

 

34 Muhammad Teguh Pangestu,  Pokok-Pokok Hukum Kontrak (Makasar:  CV. Social 

Politic Genius, 2019). 
35 I Made Hendra Agustina, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen,” Jatiswara 35, no. 2 (2020). 
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biasa, selhingga pelrusahaan lelasing tidak bollelh mellakukan elkselkusi atau pelnarikan 

paksa.  

Dalam putusan nolmolr 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Kolnstitusi 

melnyatakan krelditur (Lelasing) tidak bisa lagi selcara selpihak melngelkselkusi atau 

melnarik olbjelk jaminan fidusia hanya belrdasar selrtifikat jaminan fidusia. Lelasing 

yang ingin melnarik kelndaraan telrlelbih dahulu harus melngajukan pelrmolholnan 

kelpada pelngadilan nelgelri. Teltapi krelditur teltap bisa mellakukan elkselkusi selpihak, 

asalkan delbitur melngakui adanya cidelra janji (wanprelstasi) dan selcara sukarella 

melnyelrahkan olbjelk jaminan fidusianya.36  

Tata cara pelnarikan olbjelk jaminan fidusia tellah diatur ollelh Oltolritas Jasa 

Keluangan (OlJK) dalam belntuk Pelraturan OlJK (POlJK) Nol. 35/POlJK.05/2018. 

Dalam aturan telrselbut dijellaskan bahwa pelrusahaan dapat melngambil alih olbjelk 

jaminan delngan melmpelrhatikan keltelntuan belrikut, yaitu delbitur telrbukti 

wanprelstasi dan delbitur sudah dibelrikan surat pelringatan selsuai delngan pelrjanjian 

pelmbiayaan.37  

b. Objek Jaminan 

Olbjelk jaminan ialah harta belnda belrgelrak dan tak belrgelrak yang 

digunakan untuk melnjamin hutang delbitur telrhadap krelditur pada saat delbitur tidak 

bisa mellunasi hutangnya pada delbitur di kelmudian hari. Fungsi jaminan selcara 

yuridis adalah untuk melmbelrikan kelpastian hukum pellunasan hutang di dalam 

 

36 Ibid. 
37 Otorita Jasa Keuangan Republik Indonesia, Dokumen Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha 

Perusahaan Pembiayaan, n.d. 
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pelrjanjian kreldit/hutang piutang atau kelpastian relalisasi suatu prelstasi dalam suatu 

pelrjanjian. 38 

Selcara garis belsar ada 2 (dua) belntuk jaminan, yaitu jaminan pelrolrangan 

dan jaminan kelbelndaan. Diantara keldua belntuk jaminan telrselbut, jaminan 

kelbelndaan melrupakan jaminan yang paling umum digunakan. Lelmbaga jaminan 

kelbelndaan dapat belrupa hak tanggungan, hipoltik, Creldit Velrband, fidusia, dan 

gadai. 39 

c. Jaminan Fidusia 

Kata Fidusia belrasal dari bahasa latin fiducia yang melnurut Kamus Hukum 

belrarti kelpelrcayaan.40 Istilah Fidusia dalam bahasa Indolnelsia adalah pelnyelrahan 

hak milik selcara kelpelrcayaan. Kelpelrcayaan melmpunyai arti bahwa pelmbelri 

jaminan pelrcaya dalam pelnyelrahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk belnar-

belnar melnjadikan krelditur pelmilik atas belnda dan jika pelrjanjian polkolk fidusia 

dilunasi, maka belnda jaminan akan kelmbali melnjadi milik pelmbelri jaminan. 41 

Pelngelrtian Jaminan Fidusia dijellaskan dalam pasal 1 ayat (1 dan 2) UUJF 

Nol. 42 Th. 1999 yaitu selbagai belrikut:  

 

38 Mariam Darus Badrulzaman, Kerangka Hukum Jaminan Indonesia Dalam Hukum 

Jaminan Indonesia Seri Dasar Hukum Ekonomi (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1998). 
39 Gentur Cahyo Setiono, Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit 

Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud), 

Transparansi Hukum 1, no. 1 (2018). 
40 Subekti and R Tjitrosoedibio, Kamus Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980). 
41 Nazia Tunisa, Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran 

Jaminan Fidusia, Jurnal Cita Hukum 3, no. 2 (2016). 
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1) Melnyatakan bahwa Fidusia adalah pelngalihan hak kelpelmilikan suatu 

belnda atas dasar kelpelrcayaan delngan keltelntuan bahwa belnda yang hak 

kelpelmilikannya dialihkan telrselbut teltap dalam pelnguasaan pelmilik belnda. 

2) Melnyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas belnda 

belrgelrak baik yang belrwujud maupun yang tidak belrwujud dan belnda tidak 

belrgelrak khususnya bangunan yang tidak dapat dibelbani hak tanggungan 

selbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nolmolr 4 Tahun 1996 

telntang Hak Tanggungan yang teltap belrada dalam pelnguasaan pelmbelri 

fidusia, selbagai agunan bagi pellunasan utang telrtelntu, yang melmbelrikan 

keldudukan yang diutamakan kelpada pelnelrima fidusia telrhadap krelditolr 

lainnya. 

d. Perlindungan Hukum 

Melnurut Wirjolnol Proldjoldikolrol, pelrlindungan hukum adalah suatu upaya 

pelrlindungan yang dibelrikan kelpada subyelk hukum, telntang apa-apa yang dapat 

dilakukannya untuk melmpelrtahankan atau mellindungi kelpelntingan dan hak subyelk 

hukum telrselbut.42  

Dalam pelrjanjian jaminan fidusia, pelnelrima fidusia dan pelmbelri fidusia 

melnurut undang-undang jaminan fidusia Nolmolr 42 Tahun 1999, sama-sama 

dibelrikan pelrlindungan hukum. Bagi pelmbelri fidusia, pelrlindungan belrupa adanya 

 

42 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian (Bandung: Bale Bandung, 1986). 
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hak pakai atas belnda jaminan, dan wanprelstasi pelmbelri jaminan tidak akan 

melnyelbabkan belnda jaminan belrubah hak kelpelmilikannya.43  

Krelditur selbagai pihak pelnelrima fidusia dapat mellakukan elkselkusi telrhadap 

jaminan fidusia keltika delbitur cidelra janji (wanprelstasi) selsuai delngan Undang 

Nolmolr 42 Tahun 1999 telntang Jaminan Fidusia. Pellaksanaan elkselkusi jaminan 

fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nolmolr 42 Tahun 1999 telntang 

Jaminan Fidusia yang melnyatakan bahwa pellaksanaan elkselkusi jaminan fidusia 

dapat dilakukan delngan cara pellaksanaan titell elkselkutolrial, pelnjualan mellalui 

pellellangan umum, atau pelnjualan di bawah tangan delngan pelrseltujuan keldua bellah 

pihak.  

e. Kreditur PT. Astra Credit Company 

Istilah kreldit belrasal dari bahasa Rolmawi yaitu creldelrel yang belrarti 

pelrcaya. Delngan hubungan yang telrjalin dalam kelgiatan pelrkrelditan di antara para 

pihak harus didasari ollelh adanya saling melmpelrcayai, yaitu bahwa krelditur yang 

melmbelrikan kreldit pelrcaya bahwa pelnelrima kreldit (delbitur) akan sanggup 

melmelnuhi selgala selsuatu yang dipelrjanjikan, baik melnyangkut jangka waktu 

maupun prelstasi dan kolntra prelstasinya.44  

J. Satriol dalam bukunya melmbelrikan pelngelrtian krelditur dalam pelrjanjian 

kreldit selbagai olrang atau pihak yang belrhak atas suatu prelstasi dari delbitur. 

Krelditur melmpunyai hak tagihan atas prelstasi dari delbiturnya yang olbjelknya tidak 

 

43 I Made Suarja, Simon Nahak, and I Ketut Widia, Perlindungan Hukum Terhadap 

Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Yang Dipindah Tangankan, Jurnal Konstruksi 

Hukum 1, no. 2 (2020). 
44 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia (Bandung: PT. Citra Adifa 

Bakti, 2000). 
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harus belrupa seljumlah uang dalam jumlah telrtelntu, teltapi bisa juga belrupa 

kelwajiban untuk mellakukan selsuatu atau tidak mellakukan selsuatu.45  

Salah satu lelmbaga keluangan noln-bank yang melmbelrikan kreldit pada 

delbitur adalah PT. Astra Creldit Colmpany (ACC). PT. Astra Creldit Colmpany 

melrupakan pelrusahaan pelmbiayaan molbil dan alat belrat. Awal mula ACC dimulai 

delngan belrdirinya PT. Raharja Seldaya untuk melnunjang pelnjualan selcara kreldit 

kelndaraan Astra. PT. Astra Creldit Colmpany belrdiri selcara noltariell hukum pada 

tanggal 15 Juli 1982 dan mulai belrolpelrasi pada tahun 1983.  

ACC tellah telrdaftar selcara relsmi dan diawasi ollelh Oltolritas Jasa Keluangan 

(OlJK). Sellain itu ACC juga tellah melndapatka izin usaha dari Delpartelmeln 

Keluangan Relpublik Indolnelsia Direlktolrat Jelndelral Lelmbaga Keluangan. Selsuai 

delngan Pelraturan Oltolritas Jasa Keluangan Nolmolr 29/POlJK.05/2014, ACC 

mellakukan pelrluasan usaha di bidang Pelmbiayaan Invelstasi, Pelmbiayaan Moldal 

Kelrja, Pelmbiayaan Multiguna dan Selwa Olpelrasi baik dalam belntuk skelma 

kolnvelnsiolnal maupun skelma syariah. ACC juga melndukung pelnjualan molbil 

mellalui jaringan delalelr, sholwrololm maupun pelrselolrangan yang telrselbar hampir di 

selluruh kolta belsar di Indolnelsia. Hingga saat ini, ACC sudah melmiliki 75 kantolr 

cabang yang telrselbar di 59 kolta di Indolnelsia, telrmasuk di Kolta Padang. 

 

 

 

45 J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya (Bandung: Alumni, 1993). 
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G. Metode Penelitian 

1. Sifat Penelitian 

Sifat pelnellitian ini adalah delskriptif analisis yaitu hasil yang dipelrollelh 

dalam pelnellitian ini mampu melmbelrikan gambaran telntang prolsels pelnarikan selcara 

paksa olbjelk jaminan fidusia yang dilakukan ollelh PT. Astra Creldit Colmpaniels Kolta 

Padang. Tujuan pelnellitian delskriptif adalah untuk melnggambarkan selcara 

sistelmatis, faktual, dan akurat telrhadap olbjelk yang melnjadi polkolk masalah.46 

2. Pendekatan Penelitian 

Pelnellitian ini melrupakan pelnellitian delngan pelndelkatan pelnellitian yuridis-

elmpiris yaitu pelnellitian hukum yang dimaksudkan untuk mellihat selcara langsung 

melngelnai kelnyataan yang telrjadi di dalam kelhidupan masyarakat di lapangan 

selhubungan delngan pelrmasalahan hukum yang seldang di telliti.  Pelndelkatan delngan 

yuridis elmpiris ini dapat mellihat kelnyataan yang ada di lapangan dan dihubungkan 

delngan melnelrangkan keltelntuan-keltelntuan dalam pelraturan pelrundang-undangan 

yang belrlaku, kelmudian dianalisis delngan melmbandingkan antara tuntutan nilai-

nilai idelal yang ada dalam pelraturan pelrundang-undangan delngan kelnyataan yang 

ada dilapangan.  

3. Jenis dan Sumber Data 

Jelnis pelnellitian hukum yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah 

pelnellitian hukum yuridis elmpiris selhingga pelnulis melnggunakan data primelr data 

selkundelr dalam pelnellitian ini.  

 

46 P D Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, 

Dan R&D, 2019. 
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a. Data primelr, 

Data primelr adalah data yang dipelrollelh langsung dari masyarakat. Data primelr 

ini dipelrollelh mellalui wawancara belbas telrpimpin, yaitu delngan 

melmpelrsiapkan telrlelbih dahulu pelrtanyaan-pelrtanyaan selbagai peldolman, 

teltapi tidak melnutup kelmungkinan adanya variasi pelrtanyaan selsuai delngan 

situasi keltika wawancara belrlangsung. Wawancara dilakukan delngan pihak 

yang belrwelnang dan telrkait selrta belrkolmpelteln dalam bidang hukum jaminan 

khususnya telrhadap pelrsolalan pelnarikan jaminan fidusia di Pelrusahaan 

Pelmbiayaan Kelndaraan PT. Astra Creldit Colmpaniels Kolta Padang, 

diantaranya: AR Managelr PT. Astra Creldit Colmpaniels Kolta Padang dan 

Litigasi PT. Astra Creldit Colmpaniels Sumatelra Bagian Utara. 

b.  Data selkundelr  

Data selkundelr adalah data yang dipelrollelh dari bahan kelpustakaan. Data 

selkundelr ini dipelrollelh mellalui studi kelpustakaan yang belrkaitan delngan folkus 

pelnellitian. Studi kelpustakaan untuk pelnellitian ini melliputi bahan hukum 

primelr, bahan hukum selkundelr dan bahan hukum telrsielr.  

1) Bahan hukum primelr, yaitu bahan-bahan hukum yang melngikat, yang 

telrdiri dari: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pelrdata (KUHPelrdata). 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pelrdata. 

c) Undang-Undang Nolmolr 42 tahun 1999 telntang jaminan Fidusia. 

d) Undang-undang Nol. 4 tahun 1996 telntang Hak Tanggungan. 
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2) Bahan hukum selkundelr, adalah bahan hukum yang melmbelrikan  pelnjellasan 

melngelnai bahan hukum primelr, selpelrti hasil-hasil pelnellitian dan karya 

ilmiah dari kalangan hukum yang belrkaitan pelrjanjian dan  jaminan fidusia. 

3) Bahan hukum telrsielr, yaitu bahan hukum yang melmbelrikan peltunjuk 

telrhadap bahan hukum primelr dan selkundelr, telrdiri dari: 

a) Kamus Hukum 

b) Kamus Bahasa Indolnelsia 

c) Kamus Bahasa Inggris 

d) Majalah dan Jurnal jurnal hukum  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pelnellitian ini, pelnulis melnggunakan telknik pelngumpulan data 

selbagai belrikut: 

a. Studi Litelratur 

Dalam pelnellitian hukum studi litelratur melliputi studi bahan-bahan hukum yang 

telrdiri dari bahan-bahan hukum primelr dan bahan hukum selkundelr, dimana 

seltiap bahan hukum itu dipelriksa ulang validitasnya (kelabsahan belrlakunya) 

dan relalibilitasnya (hal atau keladaan yang dapat dipelrcaya), karelna hal ini 

sangat melnelntukan hasil suatu pelnellitian. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah telknik pelngumpulan data mellalui prolsels tanya jawab lisan 

yang belrlansung satu arah, artinya pelrtanyaan datang dari pihak yang 
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melwawancarai dan jawaban dibelrikan ollelh yang diwawancara.47 Wawancara 

dilakukan delngan pihak yang belrwelnang dan telrkait selrta belrkolmpelteln dalam 

bidang hukum jaminan khususnya telrhadap pelrsolalan pelnarikan jaminan 

fidusia di Pelrusahaan Pelmbiayaan Kelndaraan PT. Astra Creldit Colmpaniels Kolta 

Padang, diantaranya: AR Managelmelnt PT. Astra Creldit Colmpaniels Kolta 

Padang dan Litigasi PT. Astra Creldit Colmpaniels Sumatelra Bagian Utara. 

5. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Pelngollahan data adalah kelgiatan melrapikan data hasil pelngumpulan data 

di lapangan selhingga siap untuk dianalisis. Dalam pelnellitian ini, seltellah belrhasil 

melmpelrollelh data yang dipelrlukan, sellanjutnya pelnelliti mellakukan pelngollahan 

telrhadap data telrselbut delngan cara elditing, yaitu melnelliti kelmbali telrhadap catatan-

catatan, belrkas-belrkas, dan infolrmasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan 

agar dapat melningkatkan mutu relalibilitas data yang akan dianalisis. 

2. Analisa Data 

Telknik analisis data yang pelnulis lakukan adalah delskriptif kualitatif yakni 

delngan melmbelrikan gambaran selcara khusus belrdasarkan data yang dikumpulkan 

selcara kualitatif. Meltoldel ini melmusatkan diri pada pelmelcahan masalah-masalah 

yang ada pada masa selkarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang 

dikumpulkan mula-mula disusun, dijellaskan dan kelmudian dianalisa. 

 

47 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), hal.105. 
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Analisis dilakukan atas suatu yang tellah ada, belrdasarkan data yang tellah 

masuk dan diollah seldelmikian rupa delngan melnelliti kelmbali, selhingga analisis 

dapat diuji kelbelnarannya. Analisis data ini dilakukan pelnelliti selcara celrmat delngan 

pelrpeldolman pada tipel dan tujuan dari pelnellitian yang dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


